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1.1 Latar Belakang

Kebangkitan gerakan lingkungan di Amerika Serikat yang semakin
berkembang sejalan dengan meningkatnya kritik publik terhadap segala
tindakan yang pengembang atau perusahaan lakukan dalam mengeksploitasi
atau merusak lingkungan untuk keuntungan finansial pribadi pengembang atau
perusahaan tersebut. Dengan berjalannya gerakan lingkungan tersebut
melahirkan beberapa regulasi mengenai pelestarian lingkungan dan
memberikan kesempatan bagi siapapun untuk dapat mengajukan gugatan untuk
menegakkan hak-hak, atau pembatasan izin-izin yang dimiliki pengembang
atau korporasi dalam menjalankan. suatu korporasi. melalui undang-undang,
misalnya mengeksploitasi lahan basah dan/atau membuah polutan ke sungai
maupun lingkungan sekitarnya.

Peningkatkan kritikan dan-gugatan secara:litigasi terhadap bisnis besar di
area lingkungan-yang-menjadikan-asal mulanya penemuan terhadap gugatan
Stragetic Lawsuit Against Public Participant (untuk selanjutnya disingkat
sebagai SLAPP), atau disebut “Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik”.
Sesuai dengan namanya tersebut, gugatan SLAPP dirancang dengan tujuan

untuk menghambat, menghilangkan, ataupun membungkam segala bentuk



partisipasi masyarakat dan menggagalkan penyelesaian pokok masalah yang
diajukan oleh masyarakat.*

Gugatan SLAPP umumnya digunakan dalam hal-hal yang berhubungan
pencemaran nama baik, gangguan terhadap hubungan bisnis, atau tuduhan-
tuduhan lainnya, bahwa penggugat SLAPP sedang kehilangan hak propertinya
dengan beberapa. cara. Sementara itu_mungkin saja penggugat SLAPP
memiliki dasar ‘gugatan yang sah. Misalnya, jika gugatan seseorang itu
dilakukan hanya untuk menunda produk konstruksi dan menambah biayanya,
atau jika kritik benar-benar memfitnah. Akan' tetapi, gugatan SLAPP pada
umumnya tidak ‘memiliki dasar. Namun demikian, terdakwa SLAPP harus
membayar ribuan dolar dalam biaya hukum sebelum gugatan SLAPP berlanjut
ke titik di mana pengadilan menentukan bahwa ia tidak memiliki dasar dan
menolaknya. Karena sifat gugatan SLAPP yang secara umum tidak berdasar,
yang secara luas dianggap memaksakan efek yang.mengerikan pada pembuat
kritik.

Lebih .dari—20 -negara sudah-—-mengeluarkan undang - undang yang
dirancang untuk mengidentifikasi gugatan SLAPP dan membuangnya secara
cepat untuk meminimalkan biaya untuk terdakwa SLAPP yang dinilai tidak
adil. Sesuai dalam ketentuan, biaya pengadilan dan honor pengacara dapat
dibebankan kepada penggugat apabila gugatan SLAPP tidak diterima. Ini

membantu mengurangi kerusakan finansial bagi mereka yang melakukan kritik

! Penguatan Aturan Anti-SLAPP, aktivisual, Aktivisual.org/infografis/penguatan-aturan-
anti-slapp/ diakses pada tanggal 04 April 2020, Pukul 17.19WIB.
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dan tuntutan hukum serta menghalangi gugatan SLAPP di masa depan. Namun
demikian, undang-undang anti-SLAPP telah dikritik karena dianggap gagal
untuk menghilangkan disinsentif ekonomi untuk berbicara isu yang berkaitan
dengan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan SLAPP yang
terjadi di Indonesia, kasus yang menimpara para pejuang lingkungan justru
semakin banyak dan mulai menyasar pihak selain masyarakat dan aktivis,
seperti kasus yang. menimpa Basuki Wasis yang akan dibahas dalam hal
penelitian ini, seorang ahli lingkungan yang bersaksi dalam kasus korupsi Nur
Alam.? Atas dasar pemikiran menutup kekurangan undang-undang anti-
SLAPP dalam menanggulangi suatu permasalahan, melalui penelitian terhadap
kasus gugatan terhadap Dr. Ir. Basuki Wasis ini. Penulis menganggap perlu
dilaksanakan penelitian dengan-judul “Pengaturan Anti-SLAPP Indonesia
ditinjau dari Studi Kasus. Gugatan Terhadap Dr. Ir. Basuki Wasis, MS”.
Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka dapat diketahui pengaturan Anti-
SLAPP ditinjau dari. kasus perdata yaitu Kasus.Gugatan Terhadap Dr. IR.
Basuki Wasis, MS.
Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam proposal penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan anti-SLAPP dalam sistem hukum di

Indonesia dalam Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi ?
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2. Bagaimanakah risiko hukum yang diterima oleh masyarakat yang
berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan anti-SLAPP dalam sistem
hukum di Indonesia melalui Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi.

b. Untuk mengetahui risiko hukum yang diterima oleh masyarakat yang
berpartisipasi dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian dalam penelitian int adalah:
1. Manfaat Penelitian Secara Praktis
Secara praktis, penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan

dapat memberikan _ilmu_pengetahuan dan._wawasan. Terutama bagi
masyarakat dan—bagi—para‘ mahasiswa._hukum “mengenai penerapan
peraturan-perundang-undangan- yang-berlaku telah sesuai memberikan
perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan.

2. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan
dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan. Khususnya untuk
disiplin ilmu hukum yang berfokus di bidang Hukum Lingkungan, Hukum

Perdata dan Hukum Acara Perdata.



